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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR    14    TAHUN 2004

TENTANG

KONTRIBUSI SISA HASIL USAHA ( SHU ) KOPERASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
: a. 
bahwa dalam rangka intensifikasi Pendapatan asli Daerah khususnya Pendapatan Daerah yang bersumber dari           lain – lain pendapatan yang sah, perlu dilakukan upaya penggalian sumber – sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui bentuk kontribusi ; 

b. bahwa salah satu kontribusi yang dapat menunjang Pendapatan Daerah adalah Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi ;  

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi.

Mengingat   
:
1.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 ) ; 

2. 
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329 );

3.
Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. 
Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

5. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat       ( Lembaran Negara  Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118 ) ;

6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan             Perundang – undangan dan bentuk Rancangan              Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima, ( Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 ); 

11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pkewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2003);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Nomor 11Tahun 2003 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 
PERATURAN DAERAH  TENTANG KONTRIBUSI SISA HASIL USAHA ( SHU ) KOPERASI  

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang di maksud dengan  :

a. Daerah ialah Daerah Kota Bima;

b. Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom  yang lain sebagai Badan Eksekutif;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

e. 
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang Seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;  

f.  
Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; 

g. Kontribusi sisa hasil usaha ( SHU ) adalah bagian yang merupakan hak Pemerintah yang disisihkan dari SHU koperasi yang bersumber dari Dana Pendidikan, Dana Sosial, dan Dana Pembangunan Daerah Kerja ( PDK ); 

h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima;

i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ( Dinas Koperindag ) adalah Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek kontribusi adalah SHU koperasi yang telah disisihkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Subyek kontribusi adalah pengurus Koperasi.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF KONTRIBUSI
Pasal 3

(1) Dasar pengenaan Kontribusi SHU Koperasi adalah Dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan Daerah kerja. 

(2) Besarnya Tarif Kontribusi SHU Koperasi sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) Pasal ini adalah 4 % ( empat persen ) yang terdiri dari :

a. Dana Pendidikan sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen ) dari SHU.

b. Dana Sosial sebesar 1,5 % (satu koma lima persen ) dari SHU.

c. Dana Pembangunan Daerah Kerja 2 % (dua persen ) dari SHU.

(3) Pengenaan Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini, untuk Tahun buku yang berkenaan dan disetor paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah RAT.

Pasal 4

Dana Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal 3, disetor oleh pengurus Koperasi ke Dinas Koperindag Kota Bima dan selanjutnya untuk disetor ke Kas Daerah Kota Bima. 

BAB IV

TANGGUNGJAWAB  PELAKSANAAN 

Pasal  5

Tanggung jawab teknis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada  Dinas Koperindag Kota Bima.

BAB V

KETENTUAN SANGSI

Pasal 6

Pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya menurut Peraturan Daerah ini, dikenakan sangsi menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bima.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

   Ditetapkan di Raba – Bima

                                                               Pada tanggal 7 Juli   2004

                                                                                           WALIKOTA, 

                                                            ttd

                                                                                         M. NUR A LATIF

Diundangkan di Raba – Bima

Pada tanggal          2004

SEKRETARIS DAERAH 

      H. USMAN AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004-08-13 

NOMOR                    SERI
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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR    19    TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGHUBUNG 

PEMERINTAH KOTA BIMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang
: a. 
bahwa dengan teleh terbentuknya Kota Bima sebagai Daerah Otonom sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2002 dan dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Kantor Penghubung Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ; 

b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dsan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu ditetapkan Struktur Organisasi Kantor Penghubung yang fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bima ;

c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana hiruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat di Jakarta.

Mengingat   
:
1. 
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329 );

2. 
Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pokok –pokok ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38901 ) ;

5. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat       ( Lembaran Negara  Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118 ) ;

6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhantian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan             Perundang – undangan dan bentuk Rancangan              Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima, ( Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 ); 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 
PEMBENTUKAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KOTA BIMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DI JAKARTA 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang di maksud dengan  :

a. Daerah ialah Daerah Kota Bima;

b. Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom  yang lain sebagai Badan Eksekutif;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;

f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota;  

g. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; 

h. Kontribusi sisa hasil usaha ( SHU ) adalah bagian yang merupakan hak Pemerintah yang disisihkan dari SHU koperasi yang bersumber dari Dana Pendidikan, Dana Sosial, dan Dana Pembangunan Daerah Kerja ( PDK ); 

i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima;

j. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ( Dinas Koperindag ) adalah Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek kontribusi adalah SHU koperasi yang telah disisihkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

(2) Subyek kontribusi adalah pengurus Koperasi.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF KONTRIBUSI
Pasal 3

(4) Dasar pengenaan Kontribusi SHU Koperasi adalah Dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan Daerah kerja. 

(5) Besarnya Tarif Kontribusi SHU Koperasi sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) Pasal ini adalah 4 % ( empat persen ) yang terdiri dari :

a. Dana Pendidikan sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen ) dari SHU.

b. Dana Sosial sebesar 1,5 % (satu koma lima persen ) dari SHU.

c. Dana Pembangunan Daerah Kerja 2 % (dua persen ) dari SHU.

(6) Pengenaan Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal ini, untuk Tahun buku yang berkenaan dan disetor paling lambat 2 ( dua ) bulan setelah RAT.

Pasal 4

Dana Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) pasal 3, disetor oleh pengurus Koperasi ke Dinas Koperindag Kota Bima dan selanjutnya untuk disetor ke Kas Daerah Kota Bima. 

BAB IV

TANGGUNGJAWAB  PELAKSANAAN 

Pasal  5

Tanggung jawab teknis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada pada  Dinas Koperindag Kota Bima.

BAB V

KETENTUAN SANGSI

Pasal 6

Pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya menurut Peraturan Daerah ini, dikenakan sangsi menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bima.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

   Ditetapkan di Raba – Bima

                                                               Pada tanggal 7 Juli   2004

                                                                                           WALIKOTA, 

                                                            ttd

                                                                                         M. NUR A LATIF

Diundangkan di Raba – Bima

Pada tanggal          2004

SEKRETARIS DAERAH 

      H. USMAN AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004-08-13 

NOMOR                    SERI
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